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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR

8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara
kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah
pada Tahun Anggaran 2016, maka Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BATARA
MEMBANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada
Perusahaan Daerah Batara Membangun (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor
8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh
milyar rupiah).

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk
pendirian 1 (satu) buah Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).aha bagi
Perusahan Daerah Batara Membangun.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1) dianggarkan sebagai berikut :
a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,-

(Sepuluh Milyar Rupiah); dan
b. Hapus

(2) Penganggaran Penyertaan Modal  pada Perusahaan Daerah Batara
Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD
tahun anggaran berkenaan dengan  memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan Perusahaan
Daerah  yang bersangkutan.

(3) Pengganggaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BATARA MEMBANGUN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan
bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah pada
Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor
8 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4


